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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya
disingkat PDT adalah suatu proses, upaya, dan tindakan
secara terencana untuk meningkatkan kualitas
masyarakat dan wilayah yang merupakan bagian integral
dari pembangunan nasional.

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang
selanjutnya disingkat PPDT, adalah keberpihakan dan
penajaman terhadap PDT di bidang perencanaan dan
pendanaan serta pelaksanaan PDT.

Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah
serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan
dengan daerah lain dalam skala nasional.

Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal yang selanjutnya disingkat STRANAS-PPDT
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional.

Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal Provinsi yang selanjutnya disebut STRADA-
PPDT  Provinsi, adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima)
tahun di tingkat provinsi yang merupakan bagian integral
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.
Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal Kabupaten yang selanjutnya disebut STRADA-
PPDT Kabupaten, adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima)
tahun di tingkat kabupaten yang merupakan bagian
integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten.
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Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal Nasional yang selanjutnya disebut RAN-PPDT,
adalah dokumen perencanaan tahunan PDT yang
disusun dengan memerhatikan STRANAS-PPDT dan
menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah.

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal Provinsi yang selanjutnya disebut RAD-PPDT
Provinsi, adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah tertinggal untuk periode 1 (satu) tahun di tingkat
provinsi yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Provinsi.

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal Kabupaten, yang selanjutnya disebut RAD-
PPDT Kabupaten adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah tertinggal untuk periode 1 (satu)
tahun di tingkat kabupaten yang menjadi acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten.
Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu
program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.

Evaluasi adalah kegiatan yang membandingkan antara
hasil implementasi, dengan kriteria, dan standar yang
telah ditetapkan.

Perangkat Daerah adalah wunsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenagan Daerah.

Kementerian adalah Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
pembangunan desa dan kawasan perdesaan,
pemberdayaan masyarakat desa, percepatan
pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang pembangunan desa dan kawasan
perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan

pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
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(1)

(2)

a.

Pasal 2

Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Pembangunan

Daerah Tertingggal dimaksudkan wuntuk mengukur

tingkat kemajuan Daerah Tertinggal dengan

memperhatikan:

a. tingkat kemajuan pertumbuhan perekonomian,
penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia dan penurunan angka
pengangguran secara nasional,;

b. tingkat kemajuan untuk setiap indikator dan sub-
indikator ketertinggalan; dan

c. intervensi yang telah dilakukan oleh pemerintah
pusat dan daerah sesuai dengan akar masalah
ketertinggalan utamanya.

Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Pembangunan

Daerah Tertingggal bertujuan:

a. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, hasil
pembangunan, manfaat dan dampak program serta
kegiatan pembangunan daerah tertinggal sejak
ditetapkannya sebagai Daerah Tertinggal sampai 5
(lima) tahun ke depan mengacu pada STRANAS-
PPDT dan RAN-PPDT serta memperhatikan STRADA-
PPDT dan RAD-PPDT;

b. memantau status kemajuan suatu daerah yang telah
dicapai atas pelaksanaan intervensi program dan
kegiatan yang dilakukan pemerintah  serta
menentukan proses tahapan terhadap pengentasan
status ketertinggalan suatu daerah; dan

c. menyiapkan bahan rekomendasi kebijakan untuk
penanganan Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal berdasarkan penyebab ketertinggalan

suatu daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan mengenai pemantauan dan

evaluasi percepatan pembangunan daerah tertingal meliputi:

pelaksanaan pemantauan;
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pelaksanaan evaluasi;
kelembagaan;
pelaporan; dan

pengentasan daerah tertinggal.

BAB II
PELAKSANAAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4
Menteri melakukan pemantauan pelaksanaan PPDT.
Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap tingkat capaian pelaksanaan PPDT
berdasarkan STRANAS-PPDT, RAN-PPDT  dengan
memperhatikan STRADA-PPDT dan RAD-PPDT di tingkat
daerah provinsi dan kabupaten.
Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal
menyiapkan teknis pelaksanaan pemantauan PPDT oleh
Kementerian/Lembaga terhadap implementasi STRANAS-
PPDT dan RAN-PPDT.
Gubernur melakukan pemantauan tingkat capaian
pelaksanaan PPDT berdasarkan STRADA-PPDT dan RAD-
PPDT di tingkat daerah provinsi.
Bupati melakukan pemantauan tingkat capaian
pelaksanaan PPDT berdasarkan STRADA-PPDT dan RAD-
PPDT di tingkat daerah kabupaten.

Bagian Kedua

Mekanisme Pemantauan

Pasal 5
Pelaksanaan pemantauan PPDT dilaksanakan paling
sedikit 2 (dua) kali setahun pada akhir triwulan 2 (dua)

dan triwulan 4 (empat) setiap tahun anggaran.

www.peraturan.go.id



